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A B S T R A C T    
This study aims to analyze the effectiveness of the legislative function of 
the Village Consultative Body (BPD) in the formation of village 
regulations in Batudaa Subdistrict, Gorontalo Regency. The BPD’s 
legislative function is an important part of democratic and participatory 
village governance. Within the framework of public administration, 
legislative effectiveness is measured not only by regulatory outputs but 
also by participatory processes, transparency, and institutional 
accountability. This study recommends strengthening the BPD’s capacity 
through legislative training, enhancing public participation mechanisms, 
and improving coordination among village actors as strategic steps to 
increase the effectiveness of village legislation. These findings are 
expected to contribute to the development of more responsive and 
accountable village governance in the context of public administration. 
A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi legislasi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan 
desa di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Fungsi legislasi BPD 
merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang 
demokratis dan partisipatif. Dalam kerangka administrasi publik, 
efektivitas legislasi tidak hanya diukur dari keluaran regulatif, tetapi 

juga dari proses partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini 
merekomendasikan penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan legislasi, peningkatan mekanisme 
partisipasi publik, serta perbaikan koordinasi antar aktor desa sebagai langkah strategis untuk 
meningkatkan efektivitas legislasi desa. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi 
pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif dan akuntabel dalam konteks 
administrasi publik.

 
PENDAHULUAN 

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan 

masyarakat. Dalam kerangka otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi legislasi, pengawasan, 

dan penyaluran aspirasi masyarakat. Salah satu fungsi utama BPD adalah menyusun dan 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sebagai bentuk perwujudan demokrasi lokal 

dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. 

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi BPD sering kali tidak berjalan 

optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang 

mengatur peran BPD dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan yang umum terjadi 

meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia BPD, minimnya pemahaman terhadap 

proses legislasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, serta 

lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Hal ini berdampak pada kualitas 

peraturan desa yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun implementasinya. 
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Kecamatan Batudaa di Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang menarik 

untuk dikaji karena memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang beragam. Dalam konteks 

ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana BPD di wilayah tersebut mampu menjalankan 

fungsi legislatifnya secara efektif. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas legislasi BPD, serta untuk memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat memperkuat peran BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa 

yang baik. 

Dengan menggunakan pendekatan administrasi publik, penelitian ini tidak hanya menilai 

aspek formal dari fungsi legislasi, tetapi juga menelaah dinamika partisipasi, akuntabilitas, dan 

efektivitas kebijakan di tingkat lokal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

teoritis dan praktis dalam pengembangan kapasitas kelembagaan desa serta penguatan 

demokrasi lokal di Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, 

yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi fungsi legislasi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Batudaa, 

Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena legislatif desa 

secara kontekstual dan holistik, sesuai dengan karakteristik administrasi publik yang 

menekankan proses, aktor, dan dinamika kelembagaan. 

Subjek penelitian terdiri dari anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat 

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan peraturan desa. 

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan 

keterlibatan mereka dalam fungsi legislasi. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan langkah-

langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui 

triangulasi sumber dan teknik, serta member check kepada informan untuk memastikan akurasi 

interpretasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas fungsi legislasi BPD, termasuk partisipasi masyarakat, kapasitas 

kelembagaan, dan koordinasi antar aktor desa, dalam kerangka administrasi publik yang 

menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di Kecamatan Batudaa masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural 

yang memengaruhi efektivitas pembentukan peraturan desa. emuan ini menunjukkan bahwa 

efektivitas fungsi legislasi BPD sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi 

masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dalam perspektif administrasi publik, 

BPD seharusnya menjadi aktor penting dalam mewujudkan demokrasi lokal melalui legislasi 

yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun, realitas di Kecamatan Batudaa 

memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik di lapangan. 

Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah untuk 

memperkuat kapasitas BPD, membangun sistem partisipasi publik yang inklusif, serta 

mendorong sinergi antara BPD dan pemerintah desa. Selain itu, penguatan mekanisme evaluasi 

dan monitoring terhadap implementasi peraturan desa menjadi penting untuk memastikan 

bahwa regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.. 
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SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Batudaa masih belum optimal. 

Meskipun secara normatif BPD memiliki peran strategis dalam proses legislasi desa, 

pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas 

kelembagaan, minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, 

serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislasi. 

Kesenjangan antara regulasi dan realitas ini berdampak pada kualitas peraturan desa 

yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun implementasi. Dalam kerangka administrasi 

publik, efektivitas legislasi desa seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan legislasi, 

peningkatan mekanisme partisipasi publik yang inklusif, serta perbaikan sistem koordinasi antar 

aktor desa. Intervensi kebijakan dari pemerintah daerah juga menjadi penting untuk mendukung 

peran BPD sebagai pilar demokrasi lokal yang mampu menghasilkan regulasi yang relevan, adil, 

dan berdampak nyata bagi masyarakat desa. 

 

REKOMENDASI 

 Untuk meningkatkan efektivitas fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Batudaa, diperlukan upaya strategis yang 

menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan BPD melalui 

pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar anggota BPD memiliki pemahaman yang 

memadai tentang proses legislasi dan substansi hukum. Di sisi lain, partisipasi masyarakat harus 

ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih inklusif dan transparan, seperti forum konsultasi 

publik dan musyawarah desa yang terbuka.  

Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa juga perlu diperbaiki agar tercipta sinergi 

dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, penerapan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan legislasi harus menjadi komitmen 

bersama, termasuk dokumentasi proses dan pelaporan kepada masyarakat. Terakhir, penting 

untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi peraturan desa agar 

regulasi yang disusun benar-benar berdampak dan relevan bagi masyarakat. Upaya-upaya 

tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BPD sebagai aktor utama dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. 
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